PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG

PENEMPATAN DAN PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA UNIT PELAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA, KANTOR PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI, KANTOR PERBENDAHARAAN
DAN KAS DAERAH KOTA ADMINISTRASI, KANTOR PENGELOLA ASET DAERAH
KOTA ADMINISTRASI DAN KANTOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN ADMINISTRASI PADA GEDUNG KANTOR WALIKOTA
DAN KANTOR BUPATI KEPULAUAN SERIBU

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam
rangka untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Unit Pelayanan Pengadaan Barang/
Jasa, Kantor Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi,
Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Kota Administrasi, Kantor Pengelola Aset Daerah
Kota Administrasi dan Kantor Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Administrasi dengan
ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU . Menyiapkan ruang kantor bagi Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa,
Kantor Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Administrasi/Kabupaten
Administrasi, Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Kota Administrasi,
Kantor Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi dan Kantor Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten Administrasi pada gedung Kantor Walikota
dan Kantor Bupati Kepulauan Seribu.

KEDUA :  Menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh Unit Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa, Kantor Pelaksana Penanggulangan Bencana
Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kantor Perbendaharaan dan
Kas Daerah Kota Administrasi, Kantor Pengelola Aset Daerah Kota
Administrasi dan Kantor Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Administrasi.



KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Administrasi dan
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2015
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Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta



